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BAB IV 

 PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

  Dari pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :    

1. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap pemanfaatan 

TWA Mega Mendung secara melawan hukum berdasarkan hukum 

kehutanan antara lain : pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (2) UU 

Kehutanan yakni melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan 

hutan seperti tercemarnya sungai dan kawasan konservasi akibat sampah 

pengunjung, limbah oli bekas dari bengkel, limbah cucian rumah makan 

dan penginapan; pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) UU Kehutanan 

yakni mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan 

secara tidak sah antara lain menduduki kawasan dengan cara membangun 

sarana prasarana tanpa izin, memanfaatkan sumber air dari kawasan tanpa 

izin; pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Kehutanan yakni 

melakukan perambahan  kawasan hutan dan terakhir melanggar Pasal 50 

ayat (3) huruf c yakni melakukan penebangan pohon dalam kawasan 

hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 (seratus) meter dari 

tepi kanan dan kiri sungai. Pelanggaran-pelanggaran terhadap 

pemanfaatan TWA Mega Mendung oleh masyarakat, jelas tidak 

menciptakan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (sustainable 
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management of forest) dimana pembangunan ekonomi untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat jangan sampai merusak atau 

mencemarkan lingkungan sehingga merugikan hak generasi yang akan 

datang. 

2. Upaya-upaya yang telah dilakukan BKSDA Sumatera Barat dalam 

penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di TWA Mega 

Mendung Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hukum kehutanan berupa 

tindakan pre-emtif yakni melakukan inventarisasi potensi permasalahan 

yang terjadi di TWA Mega Mendung, melakukan anjangsana/ kunjungan 

ke tokoh masyarakat sekitar kawasan TWA Mega Mendung dan 

menentukan bagian/blok kawasan TWA Mega Mendung yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Tindakan preventif yang dilakukan oleh 

BKSDA Sumatera Barat yakni menempatkan personil dengan mendirikan 

pos jaga di lokasi TWA Mega Mendung, melakukan patroli secara rutin 

dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang telah melakukan 

pelanggaran terhadap TWA Mega Mendung. Kemudian BKSDA 

Sumatera Barat telah melakukan tindakan represif berupa penutupan 

sementara TWA Mega Mendung bersama masyarakat Nagari Singgalang 

pada tahun 2000, namun oleh masyarakat Nagari Singgalang atas nama 

pemuda membuka kembali tanpa izin dari Balai KSDA Sumatera Barat, 

melakukan Operasi Gabungan (OPSGAB) dengan pemerintah daerah, 

berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 
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332/349/Satpol.PP-2009 tanggal 13 Mei 2009 yang berisi edaran 

gubernur kepada Bupati/Walikota Tanah Datar, Padang Pariaman dan 

Padang Panjang karena semakin maraknya bangunan liar yang terdapat di 

dalam dan disekitar kawasan Lembah Anai dan TWA Mega Mendung 

dengan hasil adanya pernyataan dari para pedagang dan pemilik 

bangunan liar yang akan membongkar bangunannya sendiri secara 

sukarela, namun hal tersebut belum dilakukan oleh pemilik bangunan, 

bahkan semakin bertambah banyak dan merajalela (hasil wawancara 

dengan petugas setempat). 

3. Hambatan - hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap 

pelanggaran pemanfaatan TWA Mega Mendung, Kabupaten Tanah Datar, 

Propinsi Sumatera Barat adalah pertama hambatan/kendala struktural 

yakni masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijakan yang 

saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga belum sepenuhnya 

tercipta clean and good govermment, yang memustahilkan penegakan 

hukum kehutanan yang efektif, harmonisasi pembangunan, hutan dan 

lingkungan  dalam format paradigma pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) yang tercermin dalam dokumen-dokumen 

internasional, kenegaraan, dan pemerintah kita seperti GBHN, Deklarasi 

Rio, Agenda 21 Global, dan Agenda 21 Nasional, belum dipahami benar 

oleh mayoritas pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat 

maupun daerah. Pemikiran yang mempertentangkan pembangunan, 
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kehutanan dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pola tindak 

pemerintah yang berfungsi mengatur serta mengawasi seluruh kegiatan 

pembangunan yang berdampak terhadap hutan dan kawasan wisata dan 

pergantian Kepala Balai KSDA Sumatera Barat yang terlalu cepat 

menyebabkan perencanaan  penegakan hukum yang di ambil untuk 

mengatasi pelanggaran di TWA Mega Mendung belum terlaksana sesuai 

rencana serta jumlah personil yang tidak memadai dan kurang 

profesionalnya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum 

kehutanan. Kedua hambatan/ kendala dari masyarakat yakni : kurangnya 

kerjasama antara masyarakat dengan aparat pemerintah dalam mengatasi 

pelanggaran yang terjadi disekitar dimana sarana prasarana yang 

dibangun di TWA Mega Mendung melalui Badan Usaha Milik Nagari 

Singgalang tanpa izin dari BKSDA Sumatera Barat yang ditunjuk sesuai 

ataran berlaku sebagai pengelola kawasan konservasi termasuk dalam hal 

ini TWA Mega Mendung dan Seringnya masyarakat tutup mata dengan 

kejadian- kejadian yang seharusnya dapat dicegah dalam 

implementasinya, dikarenakan adanya hubungan ataupun alasan lain yang 

mengakibatkan hal tersebut terjadi.  

B. Saran-Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan  di atas, maka dalam 

penegakan hukum terhadap pemanfaatan TWA Mega Mendung secara melawan 

hukum, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 
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1. Untuk Balai KSDA Sumatera Barat dan instansi terkait, agar terwujudnya 

penegakan hukum kehutanan terhadap pelanggaran – pelanggaran yang 

terjadi di kawasan konservasi khususnya pada TWA Mega Mendung 

sehingga tercipta pembangunan kehutanan yang berkelanjutan 

(sustainable management of forest), maka saran penulis adalah perlu 

koordinasi antara instansi terkait secara terpadu, dengan cara melakukan 

pertemuan secara berkala untuk membicarakan jalan keluar dalam 

menangani tindak pidana kehutanan.  

2. Upaya-upaya yang dilakukan BKSDA Sumatera Barat dalam menangani 

tindak pidana yang terjadi di kawasan konservasi khususnya pada TWA 

Mega Mendung kurang tegas sehingga para pelanggar menganggap 

tindakan yang dilakukan hanya sebuah peringatan atau teguran sehingga 

para pelaku pelanggaran mengulangi perbuatannya, maka saran penulis 

perlu dilakukan tindakan lebih tegas dalam menerapkan sanksi sehingga 

tujuan utama dari penerapan sanksi pidana tersebut bisa terlaksana, yakni 

memberikan efek jera bagi sipelaku. 

3. Terjadinya hambatan/kendala dalam penegakan hukum terhadap 

pemanfaatan TWA Mega Mendung, maka saran penulis adalah perlunya 

mengkaji ulang penetapan fungsi dan status kawasan TWA Mega 

Mendung dengan mengembalikan fungsi dan status kawasan menjadi satu 

kesatuan dari Cagar Alam Lembah Anai, karena disekitar lokasi 

merupakan kawasan suaka alam yakni Cagar Alam Lembah Anai.    


